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aa
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Sdr. Rektor Univarsitas Syiah Kuaia
Kampus Darussalam
Barnca Aceh

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona! No. 176/0/2001,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di
Indonesia.

A. Landasan Parzturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 85/ Tahun 1999;
b. Nomor 10Z Tahun 2001;
c. Nomor222'M Tahun 20C1;

4. Keputusan iMenteri Pendidikan Nasional:

a. Nomcr 232/U/2000:;
b. Nomor Z34/U/2000;
c. Nomer 178/0/2001:

d. Nomor 545/U/2002;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal
30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat Pertimbangan Direktorat Jenderai Pendidikan Tinggi No. 1492/D2/2002
tanggal 12 Juli 2002

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Peindidikan Tinggi .
Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister llmu HUkum
(S2) pada Universits Syiah Kuala dengan ketentuan sebagai berikut:

iberikan unt J Jangka waktu 2 (dua) tahun

pkannya Keputusan ini;

Pemrakarsa wajib menyampaikan iaporan hasil penyelenggaraan program studi
setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan
‘Diktum” ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan:



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
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Tembusan Yth. :

3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyeleriggarakan program studi sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat
sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil
evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan; - w B d

4. ljin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaaya kepada Departemen Pendidikan
Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan
terima kasih.
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1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagat laparan); *7./
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendid’ikaﬁ"’Na,Si/dnél;
3. Sekretaris dan para Direitur ¢ linglkungan-Ditjen Pendidikan Tinggi;
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